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ABSTRAK 
 
Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak (Studi Kasus pada KP2KP Kab. Sidrap) 
 
The Effect of Tax Penalties and Service of Fiscus on Taxpayer Compliance 
(Study in KP2KP Kab. Sidrap) 
 
Aisyah Dwi Budianty 
Syamsuddin 
Nurleni 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak dan pelayanan 
fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada KP2KP Kab. Sidrap. Jenis data yang 
digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 
kuesioner dan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dan dokumentasi.  
Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak 
dengan menggunakan metode simple random sampling. Analisis data yang 
digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, Uji-t, Uji-F, dan Uji Determinasi. 
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 
20 menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan sanksi pajak dan 
pelayanan fiskus memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus merupakan variabel yang paling 
dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
Kata kunci : Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak. 
 
This research aims to determine the effect of tax penalties and service of fiscus 
on taxpayer compliance in KP2KP Kab. Sidrap. Research uses the primary data 
and secondary data. Primary data obtained from questionnaires and secondary 
data obtained through literature and documentation. Data was collected by 
distributing questionnaires to taxpayers by using simple random sampling method. 
Analysis of the data used is multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and 
determination test. Based on the results of data analysis using SPSS 20 shows 
that partially and simultaneously tax penalties and service of fiscus have a 
positive and significant effect on taxpayer compliance. Service of fiscus is the 
most dominant variable influencing  taxpayer compliance. 
 
Keywords: Tax Penalties, Service of Fiscus, Taxpayer  Compliance. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Peran pajak dalam hal pembangunan suatu negara bukanlah menjadi 
hal yang asing lagi. Fungsi pajak mengenai pembangunan terutama sebagai 
fungsi budgetair, di mana pajak akan digunakan untuk membangun sarana 
maupun prasarana seperti jembatan, sekolah, jalan raya, dan yang lainnya. 
Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan 
mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung 
dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional 
dan ekonomi masyarakat.  Salah satu indikator yang digunakan pemerintah 
untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara dari pajak adalah tax 
ratio, yaitu perbandingan jumlah pajak yang diperoleh atau dikumpulkan 
pemerintah dengan jumlah pendapatan domestik bruto dalam satu tahun fiskal. 
Semakin besar tax ratio mengindikasikan semakin besar porsi penerimaan pajak 
dalam APBN (Nurmiati, 2014). 
Mengingat begitu pentingnya penerimaan pajak, maka pemerintah dalam 
hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk 
lebih meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu 
reformasi perpajakan pada tahun 1983 dengan memberlakukan sistem self 
assessment system yang sebelumnya menggunakan official assessment system. 
Menurut Mardiasmo (2011), self assessment system adalah suatu sistem 
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk 
menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sedangkan official 
assessment system adalah suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada 
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pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 
Pajak. 
Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan 
wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta 
berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta 
peningkatan efisiensi administrasi di bidan perpajakan. Self assessment system 
juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan 
atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan (Musniati, 2014). 
Self assessment system memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak 
melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat dari kelalaian, kesengajaan, atau 
mungkin ketidaktahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Agar self 
assessment system ini berjalan dengan efektif maka sudah selayaknya 
kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan 
pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya (Nurmiati, 2014). 
Keberhasilan self assessment system ini sangat ditentukan oleh 
kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. 
Mereka menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya 
sendiri. Pajak yang disetor oleh Wajib Pajak tersebut dianggap benar, sampai 
pemerintah dapat membuktikannya salah. Untuk mencapai target pajak, perlu 
ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri 
untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi 
peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dikaji tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam 
diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. 
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Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi 
perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah 
wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran 
atau kepatuhan perpajakan (Marjan, 2014). Berikut disajikan tabel yang 
menunjukkan tingkat kepatuhan pajak di  Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kab. Sidrap dari tahun 2012 hingga tahun 2014. 
 
Tabel 1.1 
Tingkat Kepatuhan Pajak di KP2KP Sidrap Tahun 2012-2014 
Tahun Jumlah WP 
Jumlah WP 
Efektif 
Jumlah SPT 
Tahunan 
% 
Kepatuhan 
2012 20.127 19.522 7.757 39,73% 
2013 22.105 21.496 6.140 28,56% 
2014 24.526 23.917 6.005 25,10% 
Sumber: KP2KP Sidrap (2015), diolah. 
 
Data pada Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan 
wajib pajak di KP2KP Sidrap dari tahun 2012 ke tahun 2014 semakin menurun. 
Hal ini tentu membutuhkan suatu kajian agar kedepannya tingkat kepatuhan 
wajib pajak dapat meningkat. Kondisi tersebut kemudian memberikan motivasi 
kepada peneliti untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu, pelaksanaan sanksi pajak dan juga 
meningkatkan kualitas pelayanan fiskus di kantor pelayanan pajak. Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengatur segala bentuk sanksi pajak 
baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pelaksanaan sanksi ini 
diperlukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar 
ketentuan-ketentuan perpajakan. Jatmiko (2006) mengatakan bahwa Wajib Pajak 
akan mematuhi pajak bila lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa 
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tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi Wajib 
Pajak untuk melunasinya. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan 
perpajakan untuk dipatuhi oleh para wajib pajak. 
Kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 
dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain pendidikan, pendapatan, dan kondisi 
keuangan (Ernawati, 2014 dan Nurmiati, 2014). Tinggi rendahnya pendidikan, 
pendapatan, serta kondisi keuangan akan mempengaruhi juga tinggi rendahnya 
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak 
juga tergantung dari bagaimana para fiskus melayani para wajib pajak. 
Pelayanan fiskus yang meliputi kemampuan kompetensi, yaitu memiliki keahlian 
(skill), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman (experience) dalam hal 
kebijakan perpajakan, administrasi, dan perundang-undangan perpajakan serta 
motivasi yang tingi sebagai pelayan publik. 
Dengan adanya pelaksanaan sanksi pajak yang tegas dan dianggap 
merugikan oleh wajib pajak, akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Pranadata 2014). Penelitian yang 
dilakukan oleh Marjan (2014) dan Arum (2012) menunjukkan bahwa sanksi pajak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan 
wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada 
bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada 
wajib pajak (Jatmiko, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Marjan (2014) dan 
Arum (2012) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Penelitian-penelitian di atas merupakan fakor pendorong bagi peneliti 
untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Penelitian ini merupakan replikasi 
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dari penelitian yang dilakukan oleh Marjan (2014) yang menggunakan kesadaran 
wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak sebagai variabel bebas, 
sedangkan objeknya adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Berbeda dengan penelitian 
tersebut, pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua variabel bebas 
yaitu sanksi pajak dan pelayanan fiskus. Sedangkan objek yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan 
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kab. Sidrap. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KP2KP Kab. Sidrap)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Apakah sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak? 
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 
3. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
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3. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1.4.1     Kegunaan Teoretis 
Sebagai bahan pengetahuan tambahan mengenai perpajakan 
khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak. Serta sebagai bahan referensi bagi 
pihak-pihak lain untuk dapat dijadikan pedoman dalam penelitian selanjutnya. 
 
1.4.2     Kegunaan Praktis 
Bagi KP2KP Kab. Sidrap sebagai kontribusi dalam usaha untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.  
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang masalah 
penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 
sitematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tinjuan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian 
dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah 
dirumuskan dalam penelitian ini. Pada bagian ini berisi landasan teori, 
penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini meliputi rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan 
sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel 
penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, teknik analisis 
data, dan uji hipotesis. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, 
uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan 
uji hipotesis. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang 
diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 
dengan hasil penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Teori Atribusi 
Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu 
mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah 
perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal (Robbins: 2001). 
Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di 
bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang sebenarnya 
secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan 
terpaksa berperilaku karena tuntutan situasi atau lingkungan. 
Weiner (1974) dalam Marjan (2014) menjelaskan sebuah proses tiga 
tahap mendasari suatu atribusi, yaitu: 
1. Orang harus melihat atau mengamati perilaku 
2. Maka orang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan, dan 
3. Maka orang harus menentukan apakah mereka percaya yang orang lain 
dipaksa untuk melakukan perilaku atau tidak. 
Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti 
dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk 
meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua, 
prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesannya 
karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan 
faktor-faktor eksternal. 
Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat 
penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat 
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penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun 
eksternal orang tersebut. Penggunaan teori atribusi pada permasalahan 
kepatuhan wajib pajak ini dapat menjelaskan bagaimana suatu persepsi serta 
penilaian dapat memengaruhi wajib pajak dalam menentukan sikap patuh atau 
tidaknya mereka. 
 
2.2 Dasar Perpajakan 
2.2.1 Pengertian Pajak 
Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah 
Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 
Pasal 1, yaitu:  
“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
 
Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011:1), mendefinisikan bahwa “pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 
Sedangkan menurut Soemahamididjaja (dalam Pudyatmoko, 2009:2) pajak 
adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa 
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang 
dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 
Pengertian pajak menurut ahli, yaitu menurut Adriani (dalam 
Pudyatmoko, 2009), pajak adalah: 
“iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 
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gunanya adalah adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 
pemerintahan.” 
 
 
2.2.2 Fungsi Pajak 
Mardiasmo (2011:1) menjelaskan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu 
sebagai berikut. 
1. Fungsi Budgetair 
 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
2. Fungsi Mengatur (regulerend) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Contoh: 
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 
mengurangi konsumsi minuman keras. 
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 
mengurangi gaya hidup konsumtif. 
c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor 
produk Indonesia di pasaran dunia. 
 
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak 
Mardiasmo (2011:2) mengatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak 
menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus 
memenuhi syarat sebagai berikut. 
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-
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undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, 
serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil 
dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak 
untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 
mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
negara maupun warganya. 
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat. 
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
 
2.2.4  Asas-asas Pemungutan Pajak 
Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-
asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat 
keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan 
lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan 
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pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku An Inquiri into 
the Nature and Cause of the Wealthof Nations yang dikutip oleh Waluyo (2009) 
menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas 
berikut. 
1. Equality 
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan 
kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan 
membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang 
diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan 
uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya 
dan manfaat yang diminta. 
2. Certainty 
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, 
Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak 
yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 
3. Convenience 
Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan 
saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak; sebagai contoh: pada 
saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini 
disebut Pay as You Earn. 
4. Economy 
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 
kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminim mungkin, 
demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak. 
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2.2.5  Cara Pemungutan Pajak 
Menurut Waluyo (2009:16), cara pemungutan pajak adalah sebagai 
berikut. 
1. Stelsel Pajak 
Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah 
sebagai berikut. 
a. Stelsel nyata (riil stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, 
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir Tahun 
Pajak., yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat 
diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih 
realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada 
akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 
b. Stelsel anggapan (fictive stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap 
sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal Tahun Pajak 
telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk Tahun 
Pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar 
selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. 
Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada 
keadaan yang sesungguhnya. 
c. Stelsel campuran 
Stelsel  ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 
suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 
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disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya 
pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut 
anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. 
Demikian pula sebaliknya, apabila telah kecil, maka kelebihannya 
dapat diminta kembali. 
2. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi: 
a. Official Assessment System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 
pajak yang terutang. 
Ciri-ciri Official Assessment System adalah sebagai berikut. 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 
pada fiskus. 
2) Wajib Pajak bersifat pasif. 
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 
oleh fiskus. 
b. Self Assessment System 
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya 
pajak yang harus dibayar. 
c. Withholding sistem 
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga untuk mendorong atau memungut besarnya 
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
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2.2.6  Utang Pajak 
Pada umumnya utang pajak timbul karena undang-undang, Pemerintah 
dapat memaksakan pembayaran utang kepada Wajib Pajak. Negara dan Rakyat 
sama sekali tidak ada perikatan yang melandasi utang itu. Hak dan kewajiban 
antara negara dan rakyat tidak sama. 
 
2.2.6.1 Timbulnya Utang Pajak 
Menurut Suandy (2002), menurut ajaran materiil utang pajak timbul jika 
ada sesuatu yang menyebabkan (Tatbestand) yaitu rangkaian dari perbuatan-
perbuatan, keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan 
utang pajak itu, seperti: 
a. Perbuatan-perbuatan, misalnya: pengusaha melakukan impor barang. 
b. Keadaan-keadaan, misalnya: memiliki harta bergerak dan harta tak 
bergerak. 
c. Peristiwa, misalnya: mendapat hadiah. 
Sedangkan menurut ajaran formil, utang pajak itu timbul karena adanya 
surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dengan demikian, meskipun syarat adanya 
Tatbestand sudah terpenuhi, namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka 
belum ada utang pajak. 
 
2.2.6.2 Berakhirnya Utang Pajak 
Menurut Suandy (2002), utang pajak dapat berakhir karena hal-hal 
berikut. 
1. Pembayaran/pelunasan 
Pembayaran/pelunasan pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan 
menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 
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2. Kompensasi 
Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam 
tahun pajak yang sama, misalnya antara kelebihan pembayaran PPh 
dengan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang 
sama dalam tahun yang berbeda, misalnya kelebihan pembayaran PPh 
tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPh tahun berjalan. 
3. Penghapusan Utang 
Penghapusan utang dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang 
bersangkutan, misalnya wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-
pihak yang berwenang. 
4. Daluwarsa 
Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun 
fiskus maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. Batas 
daluwarsa yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut. 
a. Untuk pajak pusat adalah 10 tahun 
b. Untuk pajak daerah adalah 5 tahun 
c. Untuk retribusi daerah adalah 3 tahun 
d. Sedangkan untuk wajib pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak 
diberikan batas waktu 
5. Pembebasan 
Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan 
pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka 
pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu 
atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu. 
 
 
17 
 
2.2.7  Pengelompokan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2011), pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga 
bagian, yaitu sebagai berikut. 
1. Menurut Golongannya 
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. 
b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
2. Menurut Sifatnya 
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
3. Menurut Lembaga Pemungutnya 
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat an 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
 
2.3 Sanksi Pajak 
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan 
alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. 
(Mardiasmo, 2011:59). 
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Pemenuhan kewajiban pajak ada kemungkinan terjadi kesalahan, baik 
itu karena kealpaan maupun karena unsur maupun karena unsur kesengajaan 
dari wajib pajak atau penanggung pajak. Kesalahan seperti itu perlu diluruskan 
kembali dan kepada wajib pajak ataupun penanggung pajak dapat dikenakan 
sanksi berupa denda. Menurut Pudyatmoko (2009:140), denda dapat meliputi 
denda administrasi maupun denda pidana. 
1. Denda administrasi tersebut meliputi beberapa hal, sebagai berikut. 
a. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu 
sebagaimana mestinya, atau batas waktu perpanjangan penyampaian 
Surat Pemberitahuan sebagaimana ditentukan, maka dikenai sanksi 
administrasi berupa denda sebesar RP 500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 
100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa 
lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta 
sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi (vide Pasal 7 
ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (KUTAP)). 
b. Wajib pajak yang melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan atas 
kemauan sendiri, yang membawa akibat penghitungan jumlah pajak 
yang terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi 
berubah dari jumlah semula. Atas kekurangan pembayaran pajak 
sebagai akibat pembetulan tersebut dikenakan sanksi adminstrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak 
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yang kurang dibayar [vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang tentang 
KUTAP]. 
c. Apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal 
jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi 
adminstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang 
dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan [vide 
Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang tentang KUTAP]. 
d. Apabila terdapat ketidakbenaran pengisian SPT, yang mengakibatkan 
ada jumlah pajak yang kurang dibayar, maka pajak yang kurang dibayar 
yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian 
Surat Pemberitahuan, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 
sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus 
dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud 
disampaikan [vide Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang tentang KUTAP]. 
e. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tetapi tidak melaporkan 
kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak; 
atau pengusahan yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, 
tetapi membuat faktur pajak; atau pengusaha yang telah dikukuhkan 
sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat atau membuat 
faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya, 
terhadap pengusaha seperti itu masing-masing dikenakan sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar 
Pengenaan Pajak [vide Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang 
tentang KUTAP]. 
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f. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 
tersebut [vide Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang tentang KUTAP]. 
g. Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan 
tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan 
Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, 
maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenakan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai 
dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan 
Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan [vide Pasal 
19 ayat (1) Undang-Undang tentang KUTAP]. 
h. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak kriteria 
tertentu yang sebelumnya telah diterbitkan Surat Keputusan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, DIrektur Jenderal Pajak 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan 
pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak [vide 
Pasal 17 C Undang-Undang tentang KUTAP]. 
2. Disamping denda administrasi, wajib pajak juga dapat dikenakan denda 
pidana. Denda pidana dapat dijatuhkan kepada wajib pajak, misalnya dalam 
hal sebagai berikut. 
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a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat  
Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 
negara; atau 
b. Wajib pajak yang karena kealpaannya menyampaikan Surat 
Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau 
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat 
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling tinggi 
2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar [vide Pasal 38 
Undang-Undang tentang KUTAP]. 
c. Orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau 
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 
Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; atau 
d. Orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; 
atau 
e. Orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan 
dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau 
f. Orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pemeriksaan; 
atau 
g. Orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, 
atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau 
h. Orang yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau 
pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, 
catatan, atau dokumen lainnya; atau 
i. Orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah 
dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 
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pendapatan negara (vide Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang 
tentang KUTAP). 
Dalam ketentuan kedua pasal tersebut terlihat adanya ancaman sanksi 
pidana, selain berupa pidana kurungan ataupun penjara, juga masih ada 
ancaman pidana denda. Denda pidana tidak selalu ditujukan kepada wajib pajak 
ataupun penanggung pajak. Denda pidana juga dapat ditujukan kepada pejabat 
yang berwenang maupun kepada pihak lainnya, yakni: 
a. Pejabat yang  karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan 
hal yang termasuk rahasia jabatan [vide Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang 
tentang KUTAP]. 
b. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang 
yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat untuk menjaga 
rahasia jabatan [vide Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang tentang KUTAP]. 
c. Setiap orang yang menurut undang-undang wajib memberi keterangan atau 
bukti yang diminta, tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau 
bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar (vide Pasal 41A 
Undang-Undang tentang KUTAP). 
d. Setiap orang yang dengan sengaja menghadapi atau mempersulit penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan (vide pasal 41B Undang-Undang tentang 
KUTAP). 
Denda administrasi tentu saja berbeda dengan denda pidana. Denda 
administrasi digunakan dalam rangka penegakan hukum administrasi di bidang 
pajak. Adapun denda pidana digunakan dalam rangka penegakan hukum pidana 
di bidang perpajakan. Denda administrasi sebagai instrumen penegakan hukum 
adminstrasi, penerapannya bisa dilakukan secara langsung tanpa melalui proses 
peradilan. Sementara denda pidana, sebagai instrumen penegakan hukum 
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pidana, tidak dapat diterapkan secara langsung, melainkan harus melalui proses 
peradilan. (Pudyatmoko, 2009:144). 
 
2.4 Pelayanan Fiskus 
Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau 
menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus 
adalah petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara 
petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan 
yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini wajib pajak) (Jatmiko 2006:20). 
Istilah fiskus (fiscus) dalam perkembangan terkini sering diartikan 
sebagai aparatur pemerintah yang menangani pemasukan uang dari rakyat 
berupa pajak untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Bahkan tidak jarang 
aparatur pemerintah yang berhubungan dengan pajak juga disebut-sebut oleh 
masyarakat sebagai fiskus. Jadi disini fiskus tidak hanya menangani pemungutan 
pajaknya. Bahkan sebenarnya kalau dirunut dari awalnya fiskus berarti kantong 
uang (Pudyatmoko, 2009:24). 
Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat 
dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris hal ini 
telah dibuktikan oleh Sutrisno (1994) dalam Santi (2012) yang menemukan 
bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan 
publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan. Fiskus diharapkan memiliki 
kompetensi berupa keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman 
(experience) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-
undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi 
sebagai pelayan publik. 
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Arum (2012:20) mengatakan bahwa dalam hal untuk mengetahui 
bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada 
wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai 
fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan adalah sebagai 
berikut. 
1. Kewajiban untuk membina wajib pajak. 
2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak. 
4. Kewajiban melaksanakan Putusan. 
Sementara itu, terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam UU 
Perpajakan, antara lain sebagai berikut. 
1. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan. 
2. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak. 
3. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan. 
4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan. 
5. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi. 
6. Hak melakukan penyidikan. 
7. Hak melakukan pencegahan. 
8. Hal melakukan penyanderaan. 
 
2.5 Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Eliyani (1989) dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa 
kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan 
kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak 
yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. 
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Sedangkan menurut Deviano dan Rahayu (2006) dalam Rahma (2013:4) 
mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib 
pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakan. Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan 
material, sebagai berikut. 
1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi 
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang 
perpajakan. 
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara 
substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. 
Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. 
 
2.5.1  Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh 
Marjan (2014) menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 mengenai syarat-syarat menjadi Wajib Pajak 
Patuh, yaitu sebagai berikut. 
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 
dalam 3 (tiga) tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun); 
b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk 
Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari 3 (tiga) 
masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; 
c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah 
disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa 
pajak berikutnya; 
d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 
telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 
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pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum 
penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak 
yang belum melewati batas akhir pelunasan; 
e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga 
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan: 
Laporan audit harus: 
1. Disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan 
rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiscal bagi Wajib Pajak yang 
wajib menyampaikan SPT Tahunan; dan 
2. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit 
ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam 
pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik. 
f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir 
(sebelumnya 10 tahun). 
 
2.5.2 Pencabutan Wajib Pajak Patuh 
Nurmiati (2014) menjelaskan bahwa Surat Penetapan Wajib Pajak 
Patuh dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah setelah mempertimbangkan usulan 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam hal memenuhi kriteria pembatalan, yaitu 
sebagai berikut. 
1. Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan 
tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 
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2. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis 
pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut. 
3. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis 
pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau 
4. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. 
 
2.6 Penelitian Terdahulu 
Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sudah dilakukan oleh beberapa 
peneliti. Tabel dibawah ini merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu, antara 
lain sebagai berikut.  
Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 
No. Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 
Penelitian 
Hasil 
Penelitian 
1. Agus 
Nugroho 
Jatmiko 
(2006) 
Pengaruh Sikap 
Wajib Pajak pada 
Pelaksanaan 
Sanksi Denda, 
Pelayanan Fiskus 
dan Kesadaran 
Perpajakan 
Terhadap 
Kepatuhan Wajib 
Pajak (Studi 
Empiris Terhadap 
Wajib Pajak 
Orang Pribadi di 
Kota Semarang) 
Variabel terikat 
dalam penelitian ini 
adalah kepatuhan 
wajib pajak, 
sedangkan variabel 
bebas adalah sikap 
wajib pajak 
terhadap 
pelayanan fiskus 
dan sikap wajib 
pajak terhadap 
kesadaran 
perpajakan. 
Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa sikap 
wajib pajak 
terhadap 
pelaksanaan 
sanksi denda, 
sikap wajib 
pajak terhadap 
pelayanan 
fiskus dan sikap 
wajib pajak 
terhadap 
kesadaran 
perpajakan 
memiliki 
pengaruh positif 
yang signifikan 
terhadap 
kepatuhan 
wajib pajak. 
2. Sri 
Rahayu 
dan Ita 
Salsalina 
Lingga 
Pengaruh 
Modernisasi 
Sistem 
Administrasi 
Perpajakan 
Variabel bebas 
dalam penelitian ini 
adalah administrasi 
perpajakan 
modern, 
Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa sistem 
admintrasi 
perpajakan 
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(2009) Terhadap 
Kepatuhan Wajib 
Pajak 
sedangkan variabel 
terikatnya, yaitu 
kepatuhan wajib 
pajak. 
modern tidak 
memiliki 
pengaruh 
signifikan 
terhadap 
kepatuhan 
Wajib Pajak. 
3. Harjanti 
Puspa 
Arum 
(2012) 
Pengaruh 
Kesadaran Wajib 
Pajak, Pelayanan 
Fiskus, dan 
Sanksi Pajak 
Terhadap 
Kepatuhan Wajib 
Pajak Orang 
Pribadi yang 
Melakukan 
Kegiatan Usaha 
dan Pekerja 
Bebas (Studi di 
Wilayah KPP 
Pratama Cilacap) 
Variabel terikat 
dalam penelitian ini 
adalah kepatuhan 
wajib pajak, 
sedangkan variabel 
bebas dalam 
penelitian ini yaitu 
kesadaran wajib 
pajak, pelayanan 
fiskus, dan sanksi 
pajak. 
Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa 
kesadaran 
wajib pajak, 
pelayanan 
fiskus, dan 
sanksi pajak 
memiliki 
pengaruh yang 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
kepatuhan 
wajib pajak. 
4. Anisa 
Nirmala 
Santi 
(2012) 
Analisis 
Pengaruh 
Kesadaran 
Perpajakan, 
Sikap Rasional, 
Lingkungan, 
Sanksi Denda 
dan Sikap Fiskus 
Terhadap 
Kepatuhan Wajib 
Pajak (Studi 
Empiris Pada 
WPOP di Wilayah 
KPP Pratama 
Semarang. 
Variabel terikat 
dalam penelitian ini 
adalah kepatuhan 
pajak, sedangkan 
variabel bebasnya, 
yaitu kesadaran 
perpajakan, sikap 
rasional, 
lingkungan sanksi 
denda, dan sikap 
fiskus. 
Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa 
kesadaran 
perpajakan, 
sikap rasional, 
lingkungan, 
sanksi denda, 
dan sikap fiskus 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
kepatuhan 
pajak, baik 
secara parsial 
dan simultan. 
5. Restu 
Mutmain
nah 
Marjan 
(2014) 
Pengaruh 
Kesadaran Wajib 
pajak, Pelayanan 
Fiskus, dan 
Sanksi Pajak 
Terhadap Tingkat 
Kepatuhan 
Formal Wajib 
Pajak (Studi di 
Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 
Makassar 
Variabel terikat 
dalam penelitian ini 
adalah kepatuhan 
wajib pajak, 
sedangkan variabel 
bebas dalam 
penelitian ini yaitu 
kesadaran wajib 
pajak, pelayanan 
fiskus, dan sanksi 
pajak. 
Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa 
kesadaran 
wajib pajak, 
pelayanan 
fiskus, dan 
sanksi pajak 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap tingkat 
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Sumber: Data Sekunder, diolah 
 
Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Jika 
penelitian sebelumnya objeknya lebih banyak fokus kepada wajib pajak orang 
pribadi atau wajib pajak badan, maka pada penelitian ini objeknya lebih fokus 
pada wajib pajak secara keseluruhan, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib 
pajak badan. 
 
2.7 Kerangka Pemikiran 
Self assessment system yang sekiranya dapat membuat wajib pajak 
lebih patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, pada kenyataannya 
masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan 
tersebut. Untuk menegakkan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan 
pemerintah, dibutuhkan sanksi pajak dan pelayanan fiskus untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
Gambar 2.1 di atas menunjukkan kerangka pemikiran dalam penelitian 
ini. Penelitian ini akan berusaha menjelaskan sanksi pajak dan pelayanan fiskus 
yang diduga berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak 
 
 
 
Selatan) kepatuhan 
formal wajib 
pajak secara 
parsial dan 
simultan. 
Sanksi Pajak 
Pelayanan Fiskus 
Kepatuhan Wajib Pajak 
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2.8 Hipotesis Penelitian 
2.8.1  Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Mardiasmo (2006), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan 
alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. 
Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi 
Administrasi dan Sanksi Pidana.  
Sanksi denda dapat dikatakan sebagai hukuman negatif kepada orang 
yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan 
peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang 
diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang 
dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, 
demikian halnya untuk hukum pajak (Sunyatmin, 2004 dalam Santi, 2012) 
Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi 
denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak 
yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya 
(Santi, 2012). Teori atribusi digunakan untuk menentukan apakah perilaku itu 
ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal. Variabel sanksi pajak akan 
dijelaskan melalui teori atribusi tersebut. Sanksi pajak sebagai faktor eksternal 
dari wajib pajak akan sangat mempengaruhi perilaku wajib pajak tersebut. 
Hasil Penelitian Jatmiko (2006), Santi (2012), dan Marjan (2014) 
menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 
H1 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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2.8.2  Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak 
tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang 
terbaik kepada Wajib Pajak (Ernawati, 2014). Teori atribusi digunakan untuk 
menjelaskan variabel pelayanan fiskus ini. Fiskus sebagai pihak eksternal dari 
wajib pajak sedikit banyak setiap perilakunya akan dapat mempengaruhi perilaku 
wajib pajak tersebut. 
Ada hubungan positif antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib 
pajak. Jika kepatuhan wajib pajak sebagai produk maka kepatuhan wajib pajak 
merupakan fokus suatu tujuan dan pencapaian organisasi kantor pelayanan 
pajak. Kualitas pelayanan tidak mungkin bisa dicapai tanpa kualitas dalam 
proses. Oleh karena itu, diperlukan organisasi yang tepat. Sebab, kualitas dalam 
proses tidak mungkin bisa dicapai tanpa organisasi yang tepat. Dengan demikian, 
keberhasilan kantor pelayanan pajak memberikan kualitas pelayanan sesuai 
dengan harapan pelanggan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
(Boediono, 154:2003 dalam Ernawati, 2014). 
Hasil penelitian Jatmiko (2006), Arum (2012), dan Marjan (2014) 
menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai 
berikut. 
H2 : Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
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2.8.3 Variabel yang Memiliki Pengaruh Dominan Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Menurut Jatmiko (2006) pelayanan adalah cara melayani (membantu 
mengurus segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu, fiskus 
adalah petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara 
petugas pajak dalam membantu atau menyiapkan segala keperluan yang 
dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah wajib pajak). 
Walaupun pelayanan perpajakan tidak bisa disamakan sepenuhnya 
dengan pemasaran sebuah produk, apabila pelanggan puas maka pelanggan 
tersebut akan melakukan pembelian ulang, setidaknya dengan adanya 
pelayanan yang baik dan memuaskan, wajib pajak sebagai pelanggan dari 
Kantor Pelayanan Pajak akan muncul dorongan pada diri wajib pajak untuk patuh 
terhadap peraturan perpajakan yang berlaku secara sukarela. 
Hasil penelitian Komala, Suhadak, dan Endang (2014) menunjukkan 
bahwa kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian membuktikan bahwa kepatuhan wajib 
pajak dipengaruhi oleh 77,2% kualitas pelayanan perpajakan melalui bukti fisik, 
keandalan, daya tanggap, keyakinan, dan empati. Sedangkan sisanya yaitu 
sebesar 22,8% dipengaruhi oleh faktor lain misalnya sosialisasi pajak dan sanksi 
pajak. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 
H3 : Pelayanan Fiskus merupakan variabel yang memiliki pengaruh 
dominan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan 
pengujian pada bukti empiris melalui pengukuran variabel-variabel penelitian 
dengan melakukan analisis data dan prosedur statistik. Peneliti menggunakan 
desain penelitian in untuk memberikan gambaran bagaimana pengaruh sanksi 
pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini, 
peneliti melakukan penelitian melalui metode survei (field studies). Indrawan dan 
Yaniawati (2014:53) mengatakan bahwa metode survei bertujuan untuk melihat 
keadaan yang menjadi objek penelitian apa adanya, dengan melihat data dan 
informasi yang ada dari sampel, tanpa memberikan perlakuan (treatment) khusus. 
Adapun jenis survei yang digunakan yaitu survei cross sectional, yaitu jenis 
survei yang mengamati sebuah objek penelitian, baik satu maupun beberapa 
variabel, dengan cara menghimpun data pada suatu masa yang sama. 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Tempat penelitian ini yaitu di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kab. Sidrap. Peneliti memilih KP2KP Kab. 
Sidrap ini karena peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang terkait dengan 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Faktor-faktor yang dimaksud 
adalah sanksi pajak dan pelayanan fiskus. Penelitian ini berlangsung selama 
bulan September. 
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3.3 Populasi dan Sampel 
Jumlah wajib pajak yang terdaftar menurut database di KP2KP Sidrap 
yaitu sebanyak 24.526 wajib pajak, yang terdiri dari 2.631 wajb pajak badan 
21.895 wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib 
pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Kab. Sidrap. Untuk 
mengefisiensikan waktu dan menghemat biaya, maka tidak semua wajib pajak 
tersebut dijadikan objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukan 
pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple 
random sampling, yaitu pemilihan secara acak wajib pajak yang dijadikan sampel 
dalam penelitian ini. Menurut Muliari dan Setiawan (2010), penentuan sampel 
dapat ditentukan menggunakan rumus Slovin berikut ini: 
 
𝑛 =
𝑁
1 + 𝑁. 𝑒2
 
Keterangan: 
n = ukuran sampel 
N = ukuran populasi 
e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 
yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1. 
Berdasarkan rumus diatas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini 
dapat dihitung sebagai berikut. 
 
𝑛 =
𝑁
1 + 𝑁. 𝑒2
=
21895
1 + 21895(0,1)2
=
21895
219,95
 
𝑛 = 99,54 
 
Jumlah sampel penelitian berdasarkan perhitungan diatas yaitu sebesar 
99,54 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 sampel wajib pajak. 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara 
langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Sumber data primer dalam penelitian 
ini diperoleh langsung dari wajib pajak yang yang terdaftar di KP2KP Sidrap. 
Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak. Data sekunder yaitu 
data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang 
tersedia. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan yang dibuat 
oleh KP2KP Sidrap. Sumber data sekunder yang lain digunakan dalam penelitian 
ini diperoleh dengan menggunakan tinjauan kepustakaan (library research) serta 
dengan mengakses website maupun situs-situs yang tersedia. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dalam 
penelitian ini adalah survey langsung dengan memberikan kuesioner kepada 
responden yaitu wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Sidrap. Kuesioner yang 
dibagikan berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden untuk 
mengukur signifikansi pengaruh faktor-faktor berupa sanksi pajak dan pelayanan 
fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder 
berupa tinjauan kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari teori-
teori ataupun konsep yang telah ada pada buku, jurnal, makalah, dan karya 
ilmiah. Adapun mengakses website atau situs-situs digunakan untuk mencari 
informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Variabel 
Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yang terdiri dari satu variabel 
terikat dan 2 variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebasnya, yaitu sanksi pajak dan 
pelayanan fiskus. Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur vaiabel-
variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. 
Responden akan diminta mengisi pertanyaan dalam skala Likert dalam jumlah 
kategori tertentu, sebagai berikut. 
1. Sangat Setuju diberi skor 5 
2. Setuju diberi skor 4 
3. Netral diberi skor 3 
4. Tidak Setuju diberi skor 2 
5. Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 
Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut akan 
dijelaskan sebagai berikut. 
 
3.6.1 Sanksi Pajak 
Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. 
Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi. Atau bisa 
dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar 
Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2011:59). Wajib 
Pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila memandang sanksi pajak akan 
lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus 
dibayar Wajib Pajak, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya 
(Jatmiko, 2006:20). 
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3.6.2 Pelayanan Fiskus 
Menurut Jatmiko (2006), pelayanan adalah cara melayani (membantu 
mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang. 
Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat 
diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau 
menyiapkan segala yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah wajib 
pajak).  
 
3.6.3 Kepatuhan Wajib Pajak 
Sebagaimana dikutip oleh Arum (2012) dalam Santoso (2008), 
kepatuhan wajib pajak mengarah pada Simon James et al. yang menjelaskan 
bahwa kepatuhan pajak (tax compliance) adalah kesediaan wajib pajak untuk 
memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu 
diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman 
dan penerapan sanksi baik hukum maupun adminstratif. 
 
3.7 Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat bagi peneliti yang digunakan untuk 
mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan permasalahan 
penelitian. Data yang diharapkan  dalam penelitian ini bersumber dari data primer 
dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang 
berasal dari responden yang telah terpilih dalam penelitian, sedangkan data 
sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, makalah, maupun karya ilmiah lainnya. 
Kuesioner adalah pernyataan logis yang berkaitan dengan masalah penelitian di 
mana setiap pernyataan memiliki makna. Adapun kuesioner yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan replikasi dari kuesioner milik Marjan (2014). 
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3.8 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut. 
3.8.1 Uji Kualitas Data 
3.8.1.1  Validitas 
Menurut Consultant (2011) dalam Ernawati (2014), validitas adalah 
ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin 
diukur. Suatu tes atau instrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai 
validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang relevan dengan tujuan 
pengukuran dan harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data 
tersebut (Marjan, 2014). 
Uji validitas angket dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
kesahihan kuesioner. Kuesioner dikatakan valid akan mempunyai arti bahwa 
angket mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Syarat minimum yang 
harus dipenuhi agar angket dikatakan valid adalah lebih besar dari 0,239 
(Jatmiko, 2006). 
 
3.8.1.2 Reliabilitas 
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan 
reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 
konsisten. Pengukuran kehandalan butir pertanyaan dengan sekali menyebarkan 
kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar 
score jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan program 
komputer SPSS dengan fasilitas Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau 
variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60. 
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3.8.2 Uji Asumsi Klasik 
Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi 
memenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik ini 
terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji 
heterokedastisitas. Namun karena data yang digunakan adalah data cross 
sectional maka uji autokorelasi tidak digunakan. 
 
3.8.2.1  Uji Normalitas Data 
Uji normalitas data bertujuan untuk menguji data varaibel bebas (X) dan 
data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berditribusi 
normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika 
mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati 
normal atau normal sama sekali. 
 
3.8.2.2  Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada 
atau tidaknya multikolinieritas, maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation 
Factor (VIF).  Bila angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadi multikolinieritas. 
 
3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas 
Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau 
tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. 
Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi Homokedastisitas 
dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi Heterokedastisitas. 
Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heterokedastisitas. 
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Analisis uji asumsi heterokedastisitas melalui grafik scatterplot antara Z 
prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) 
dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu  Y=Y prediksi 
– Y riil). 
Homokedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan 
data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun di atas titik origin 
(angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. 
Heterokedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai 
pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang. 
 
3.8.3 Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur yang didasarkan kepada 
bukti sampel dan teori probabilitas yang dipakai untuk menentukan apakah 
hipotesis yang bersangkutan merupakan pernyataan yang wajar dan oleh 
karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu 
harus ditolak (Mason dan Lind, 1996 dalam Arum, 2012). 
 
3.8.3.1 Analisis Regresi Berganda 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 
berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara 
dua atau lebih variabel indepeden dengan variabel dependen. Analisis ini 
digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 
variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan 
positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel dependen 
apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. 
Hair et al. (1998) dalam Arum (2012) menyatakan bahwa regresi 
berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara 
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variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Fleksibilitas dan adaptifitas dari 
metode ini mempermudah peneliti untuk melihat suatu keterkaitan dari beberapa 
variabel sekaligus. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan 
prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat (Hair et al., 
1998). Sementara itu model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut. 
 
𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝑒 
 Keterangan: 
 Y = Kepatuhan Wajib Pajak 
 α = Konstanta 
 β1, β2,  = Koefisien Regresi 
 X1 = Sanksi Pajak 
 X2 = Pelayanan Fiskus 
 e = Tingkat Kesalahan (error) 
 
3.8.3.2 Uji t 
Penelitian ini akan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk menguji 
bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 
dependen. Penelitian ini akan menggunakan uji t untuk menguji hipotesis 1 dan 
hipotesis 2 yang telah diajukan dengan melihat signifikansi pada masing-masing t 
hitung. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang 
diajukan diterima atau dikatakan signifikan, sedangkan jika nilai signifikan lebih 
besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan 
tidak signifikan. 
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3.8.3.3 Uji F 
Uji F, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel 
independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan 
berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka Ho 
ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 
variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih  besar  dari  0,05  maka  
Ho  diterima,  artinya  tidak  ada  pengaruh  yang signifikan dari variabel 
independen terhadap variabel dependen. Analisis data akan dilakukan dengan 
menggunakan bantuan program SPSS. 
 
3.8.3.4 Koefisien Determinasi (R2) 
Uji R2 berguna untuk mengukur besarnya sumbangan variabel 
independen secara keseluruhan terhadap variabel dependennya. R2 memiliki 
nilai antara 0 dan 1 (0<R2<1), di mana bila makin tinggi nilai R2 suatu regresi 
tersebut akan semakin baik. Yang berarti bahwa keseluruhan variabel bebas 
secara bersama-sama mampu menerangkan variabel independennya. 
Koefisien determinasi diperlukan untuk mengukur seberapa besar 
pengaruh variabel bebas yang dalam hal ini adalah Sanksi Pajak (X1) dan 
Pelayanan Fiskus (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang merupakan 
variabel terikat. 
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BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Penelitian ini bertempat di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan 
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kab. Sidrap. Kantor ini berdiri sejak tahun 2008. 
KP2KP Kab. Sidrap ini sebelumnya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi 
dan Bangunan. Secara bertahap sejak tahun 2002, Kantor Pelayanan Pajak 
telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi 
yang berorientasi pada fungsi, dan bukan lagi pada jenis pajak. KP2KP Kab, 
Sidrap dibawahi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare-pare. 
Visi dan Misi dari KP2KP Kab. Sidrap ini, yaitu sebagai berikut. 
1. Visi: Menjadi kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan yang 
menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, 
dengan memberikan informasi serta bantuan kepada masyarakat dalam 
upaya pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. 
2. Misi: Menciptakan pelayanan publik yang optimal dengan memberikan 
penyuluhan secara merata dan mudah dipahami kepada seluruh lapisan 
masyarakat. 
Motto yang ditawarkan oleh KP2KP Kab. Sidrap, yaitu BERAS SIDRAP 
yang merupakan singkatan dari BEbas biaya, RApi, Senyum, Santun, Integritas, 
Dedikasi tinggi, Ramah, Aktif, dan Profesional. 
 
4.2 Karakteristik Responden 
Responden dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang terdaftar di 
KP2KP Sidrap dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Pengumpulan
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data dilakukan dengan menyebar kuesioner ke 100 responden. Karakteristik 
responden dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, pekerjaan, pengalaman 
kerja, pendidikan terakhir, pengisian SPT, dan pendidikan pajak. Berikut adalah 
tabel 4.1 yang menunjukkan deskripsi responden wajib pajak. 
 
Tabel 4.1 
Karakteristik Responden 
Data Responden Keterangan Jumlah Persentase 
Jenis Kelamin Laki-laki 42 42% 
  Perempuan 58 58% 
Usia < 20 tahun 0 0% 
  21-30 tahun 17 17% 
  31-40 tahun 37 37% 
  41-50 tahun 31 31% 
  > 51 tahun 15 15% 
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 57 57% 
  Wiraswasta 21 21% 
  Jasa 8 8% 
  Lain-lain 14 14% 
Pengalaman Kerja < 5 tahun 18 18% 
  6-10 tahun 16 16% 
  11-15 tahun 35 35% 
  16-20 tahun 19 19% 
  > 20 tahun 12 12% 
Pendidikan Terakhir SD 0 0% 
  SMP 0 0% 
  SMA/SMK 14 14% 
  D3 8 8% 
  S1 72 72% 
  Pasca Sarjana 6 6% 
Pengisian SPT Sendiri 94% 94% 
  Konsultan 1 1% 
  Tenaga Ahli 5 5% 
Pendidikan 
Perpajakan Kursus 
0 0% 
  Pelatihan 9 9% 
  Penyuluhan 28 28% 
  Belajar Sendiri 63 63% 
Sumber : Data Primer, diolah 
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Berdasarkan Tabel 4.1, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 
responden berjenis kelamin perempuan 58%, sisanya 42% berjenis kelamin 
perempuan. Dilihat dari segi usia, sebagian besar responden berusia antara 31-
40 tahun 37%. Sementara itu sebanyak 17% responden berusia antara 21-30 
tahun, 31% responden berusia antara 41-50 tahun, dan sisanya yaitu 15% 
berusia diatas 50 tahun. Dari segi pekerjaan, sebagian besar responden bekerja 
sebagai pegawai negeri sipil. Sementara itu sebanyak 21% responden bekerja 
sebagai wiraswasta, 8% responden bekerja di bidang jasa, dan sisanya 14% 
bekerja lain-lain. Dari segi pengalaman kerja, responden terbesar adalah 
responden yang memiliki pengalaman kerja 11-15 tahun. Sementara itu, 18% 
responden memiliki pengalaman kerja kurang dari 5 tahun, 16% responden 
memiliki pengalaman kerja antara 6-10 tahun, 19% responden memiliki 
pengalaman kerja antara 16-20 tahun, dan sisanya 12% memiliki pengalaman 
kerja lebih dari tahun. Dari segi tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar 
responden memiliki tingkat pendidikan terakhir S1 72%, 14% berpendidikan SMA, 
8% berpendidikan D3, dan 6% berpendidikan pasca sarjana. Berdasarkan 
pengisian SPT, sebagian besar responden yang pengisian SPTnya dilakukan 
oleh diri sendiri sebanyak 94%. 1% responden pengisian SPTnya dilakukan oleh 
konsultan, dan sisanya 5% responde pengisian SPTnya dilakukan oleh tenaga 
ahli. Dari tingkat pendidikan perpajakan, sebagian besar responden yang 
pendidikan pajaknya diperoleh karena belajar sendiri yaitu sebesar 63%. 9% 
responden pendidikan pajaknya diperoleh karena pelatihan, dan sisanya 28% 
responden pendidikan pajaknya diperoleh karena penyuluhan. 
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4.3 Uji Kualitas Data 
4.3.1 Uji Validitas 
Uji validitas digunakan mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. 
Untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak adalah dengan 
mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total item 
adalah jumlah keseleuruhan item. Dari hasil uji validitas item, didapat hasil 
korelasi item dengan skor total didapat corrected item total correlation untuk 
variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini yang ditampilkan pada 
tabel 4.2 berikut. 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Validitas 
Variabel Item 
Corrected Item Total 
Correlation 
Ket. 
Sanksi Pajak (X1) 
X1.1 0.740 Valid 
X1.2 0.732 Valid 
X1.3 0.746 Valid 
X1.4 0.650 Valid 
Pelayanan Fiskus (X2) 
X2.1 0.786 Valid 
X2.2 0.748 Valid 
X2.3 0.718 Valid 
X2.4 0.813 Valid 
Kepatuhan Wajib Pajak 
(Y) 
Y1.1 0.754 Valid 
Y1.2 0.609 Valid 
Y1.3 0.749 Valid 
Y1.4 0.720 Valid 
Sumber : Data Primer, diolah 
 
Berdasarkan hasil uji validitas yang ditunjukkan oleh Tabel 4.2 di atas, 
dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah valid, hal ini bisa dilihat dari nilai masing-masing item 
pertanyaan memiliki nilai Corrected Item- Total Correlation yang lebih besar dari 
0.30. 
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4.3.2 Uji Reliabilitas 
Ghozali dalam Aryobimo (2012) menjelaskan bahwa reliabilitias adalah 
indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dipercaya atau 
dapat diandalkan. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien 
cronbach’s alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrument 
dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach’s alpha lebih dari 0,60. 
Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. 
 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel 
Cronbach's 
Alpha 
Ket 
Sanksi Pajak (X1) 0.811 Reliabel 
Pelayanan Fiskus (X2) 0.823 Reliabel 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.810 Reliabel 
Sumber : Data Primer, diolah 
 
Berdasarkan hasil uji relibiltas yang ditunjukkan oleh Tabel 4.3 di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini telah reliabel karena keseluruhan variabel memiliki nilai Cronbach’s 
Alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat 
ukur instrument kuesioner dalam penelitian ini. 
 
4.4 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada 
agar dapat menentukan model analisis yang paling tepat digunakan. Uji asumsi 
klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji multikolineritas, dan uji 
heterokedastisitas. 
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4.4.1 Uji Normalitas Data 
Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data 
terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan 
menggunakan histogram standardized residual dan PP plot standardized residual. 
Apabila histogram terdistribusi normal maka data dinyatakan normal, sementara 
itu apabila PP plot membentuk garis diagonal maka data dinyatakan normal. 
Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini. 
 
Gambar 4.1 
Normal P-plot 
Sumber : Data Primer, diolah 
 
Berdasarkan tampilan grafik Normal P-plot di atas, dapat disimpulkan 
bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis 
diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik 
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Normal P-plot, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian 
ini karena memenuhi asumsi normalitas. 
 
4.4.2 Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan menguji adanya korelasi antara variabel 
bebas pada model regresi. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak 
terjadi korelasi diantara variabel. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 
multikolinieritas maka dapat dilihat dari niali Varians Inflation Factor (VIF). Bila 
ada angka VIF yang melebihi 10 artinya terjadi multikolinieritas. 
 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
X1 ,837 1,195 
X2 ,837 1,195 
  a. Dependent Variable: Y 
Sumber : Data Primer, diolah 
 
Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari kedua 
variabel independen berada di atas 0.10 dan VIF kurang dari 10. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat 
masalah multikolinieritas, maka model regresi ini layak untuk dipakai. 
 
4.4.3 Uji Heterokedastisitas 
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model 
regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke 
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pengamatan lain. Heterokedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan 
deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Jika 
varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala 
heterokedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik tidak 
terjadi adanya heterokedastisitas. Gambar 4.2 di bawah merupakan hasil uji 
heterokedastisitas. 
 
Gambar 4.2  
Scatterplot 
Sumber : Data Primer, diolah 
 
Berdasarkan gambar 4.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa data 
menyebar secara merata di atas dan di bawah garis nol, tidak berkumpul di satu 
tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa 
uji regresi ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas. 
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4.5 Pengujian Hipotesis 
4.5.1 Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan 
fungsional antara beberapa variabel bebas (independen) secara bersama-sama 
terhadap variabel terikat (dependen). Hasil uji regresi linear berganda dapat 
dilihat pada tabel berikut. 
 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant
) 
3,991 1,228 
 
3,251 ,002 
X1 ,121 ,070 ,131 1,733 ,043 
X2 ,616 ,070 ,669 8,855 ,000 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber : Data Primer, diolah 
 
Dari tabel 4.5 di atas, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai 
berikut. 
𝑌 = 3,991 + 0,121 𝑋1 +  0,616 𝑋2 +  𝑒 
Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.5 dapat dijelaskan sebagai 
berikut. 
1. Konstanta sebesar 3,991 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel 
independen seperti sanksi pajak dan pelayanan fiskus diasumsikan tidak 
mengalami perubahan (konstan) maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 
sebesar 3,991. 
2. Koefisien variabel sanksi pajak (X1) sebesar 0,121 artinya jika sanksi 
pajak mengalami peningkatan sebesar satuan, maka kepatuhan wajib 
pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,121. 
52 
 
3. Koefisien variabel pelayanan fiskus sebesar 0,616 artinya jika pelayanan 
fiskus meningkat sebesar satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan 
mengalami peningkatan sebesar 0,616. 
Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, diperoleh nilai t hitung variabel X1 
sebesar 1,733 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,043. Nilai t hitung yang 
positif yaitu sebesar 1,733 menunjukkan pengaruh yang terjadi adalah positif.  
Pengaruh positif artinya apabila sanksi pajak mengalami kenaikan maka angka 
kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula begitu pula sebaliknya. 
Tingkat signifikansi sebesar 0,043 menunjukkan bahwa sanksi pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena tingkat signifikansinya yang 
dibawah 0,05. 
Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, diperoleh nilai t hitung variabel X2 
sebesar 8,855 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung yang 
positif yaitu sebesar 8,855 menunjukkan pengaruh yang terjadi adalah positif.  
Pengaruh positif artinya apabila sanksi pelayanan fiskus mengalami kenaikan 
maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitu pula 
sebaliknya. Tingkat signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa pelayanan 
fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena tingkat 
signifikansinya yang dibawah 0,05. 
 
4.5.2 Koefisien Determinasi (R2) 
Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase 
besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi. 
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Tabel 4.6 
Hasil Pengujian R2 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,732a ,536 ,526 1,75780 
Sumber : Data Primer, diolah 
 
Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, diketahui bahwa koefisien Determinasi 
(R2) adalah sebesar 0,536 atau 53,6%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase 
besarnya pengaruh sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib 
pajak adalah sebesar 53,6%. Dengan demikian, vaiabel independen yang 
digunakan dalam penelitian ini memiliki peranan penting terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Berikut akan disajikan hasil koefisien determinasi masing-masing 
variabel. 
 
Tabel 4.7 
Hasil Pengujian R2 Variabel Sanksi Pajak (X1) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,401a ,161 ,152 2,35169 
Sumber: Data Primer, diolah 
 
Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa koefisien Determinasi 
(R2) X1 adalah sebesar 0,161 atau 16,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 
persentase besarnya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
adalah sebesar 16,1%. 
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Tabel 4.8 
Hasil Pengujian R2 Variabel Pelayanan Fiskus (X2) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,722a ,522 ,517 1,77568 
Sumber: Data Primer, diolah 
 
Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, diketahui bahwa koefisien Determinasi 
(R2) X2 adalah sebesar 0,522 atau 52,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 
persentase besarnya pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak 
adalah sebesar 52,2%. 
 
4.5.3 Uji F 
Uji F digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel 
independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan 
berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka Ho 
ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 
variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih  besar  dari  0,05  maka  
Ho  diterima,  artinya  tidak  ada  pengaruh  yang signifikan dari variabel 
independen terhadap variabel dependen. Hasil Uji F pada penelitian ini 
ditunjukkan oleh Tabel 4.9 dibawah ini. 
 
Tabel 4.9 
Hasil Uji F 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 346,282 2 173,141 56,035 ,000b 
Residual 299,718 97 3,090   
Total 646,000 99    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 
Sumber: Data Primer, Diolah 
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Berdasarkan Tabel 4.9, dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai 
F hitung sebesar 56,035 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai 
signifikan tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga hal tersebut menunjukkan 
bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel 
dependen. 
 
4.5.4 Uji t 
Pengujian yang dilakukan secara parsial terhadap parameter dilakukan 
dengan menggunakan uji t. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
sanksi pajak dan pelayanan fiskus secara parsial pada kepatuhan wajib pajak di 
KP2KP Sidrap. Pada uji t dilakukan dengan cara berdasarkan nilai probailitas. 
Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan 
diterima atau dinyatakan signifikan. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar 
dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dinyatakan tidak 
signifikan. Tabel 4.10 di bawah merupakan hasil uji t pada penelitian ini. 
 
Tabel 4.10 
Hasil Uji t 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3,991 1,228  3,251 ,002 
X1 ,121 ,070 ,131 1,733 ,043 
X2 ,616 ,070 ,669 8,855 ,000 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber : Data Primer, diolah 
 
Dari Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak dan 
pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Hal ini dibutktikan dengan tingkat signifikansi yang diperoleh dari masing-masing 
variabel independen dibawah 0,05. 
1) Hasil Uji Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, diperoleh nilai t hitung sebesar 
1,733 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,043. Rasio sanksi pajak 
berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai 
signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
perubahan yang terjadi pada rasio sanksi pajak akan berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t hitung yang positif yaitu 
sebesar 1,733 menunjukkan pengaruh yang terjadi adalah positif.  
Pengaruh positif artinya apabila sanksi pajak mengalami kenaikan maka 
angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula begitu pula 
sebaliknya. 
Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “sanksi pajak bepengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak”, diterima. Hasil penelitian ini 
sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marjan (2014) yang 
menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 
Berikut ini akan dijelaskan uji statistik deskriptif untuk variabel 
sanksi pajak (X1). 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Pajak (X1) 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1.1 100 1,00 5,00 3,8800 ,98760 
X1.2 100 1,00 5,00 4,0400 ,79035 
X1.3 100 1,00 5,00 3,8400 ,86129 
X1.4 100 1,00 5,00 4,1500 ,86894 
Valid N (listwise) 100     
 Sumber : Data Primer, diolah 
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Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian 
besar responden menjawab netral dan setuju untuk pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan variabel bebas sikap wajib 
pajak terhadap sanksi pajak. Hal ini dapat terjadi karena responden ragu-
ragu untuk memberikan jawaban yang tegas mengenai penerapan sanksi 
denda. Meskipun demikian sikap wajib pajak terhadap pengenaan sanksi 
pajak ini masih dapat ditingkatkan agar tingkat kepatuhan wajib pajak 
juga bisa meningkat. 
Pertanyaan pertama dalam variabel sanksi pajak ini adalah 
“Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakan”. Rata-rata jawaban responden 
atas pertanyaan ini adalah sebesar 3,8800 yang artinya bahwa secara 
umum responden menjawab netral untuk pertanyaan ini, meskipun 
demikian angka ini juga menunjukkan bahwa responden cenderung 
menjawab setuju. Nilai minimal untuk untuk jawaban responden atas 
pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab 
sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas 
pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab 
sangat setuju. 
Pertanyaan kedua yaitu “ Pengenaan sanksi harus dilaksanakan 
dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran”. 
Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 4,0400 
yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju untuk 
pertanyaan ini. Nilai minimal untuk untuk jawaban responden atas 
pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab 
sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas 
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pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab 
sangat setuju. 
Pertanyaan ketiga yaitu “Sanksi yang diberikan kepada wajib 
pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah 
dilakukan”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 
sebesar 3,8400 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab 
netral untuk pertanyaan ini, meskipun demikian angka ini juga 
menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Nilai 
minimal untuk untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 
yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, 
sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini 
adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju. 
Pertanyaan keempat yaitu “Penerapan sanksi pajak harus sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku”. Rata-rata jawaban responden atas 
pertanyaan ini adalah sebesar 4,1500 yang artinya bahwa secara umum 
responden menjawab setuju untuk pertanyaan ini. Nilai minimal untuk 
untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya 
terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu 
nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang 
artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju. 
 
2) Hasil Uji Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak 
Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, diperoleh nilai t hitung sebesar 
8,855 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Rasio pelayanan fiskus 
berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai 
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signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
perubahan yang terjadi pada rasio pelayanan fiskus akan berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t hitung yang positif yaitu 
sebesar 8,855 menunjukkan pengaruh yang terjadi adalah positif.  
Pengaruh positif artinya apabila sanksi pelayanan fiskus mengalami 
kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan 
pula, begitu pula sebaliknya. 
Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “pelayanan fiskus berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak”, diterima. Hasil penelitian ini 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) yang 
menunjukkan bahwa pelayanan fiskus secara parsial bepengaruh positif 
dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.  
Berikut ini akan dijelaskan uji statistik deskriptif untuk variabel 
pelayanan fiskus (X2). 
 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Pelayanan Fiskus (X2) 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximu
m 
Mean Std. 
Deviation 
X2.1 100 1,00 5,00 3,9500 ,85723 
X2.2 100 1,00 5,00 3,8500 ,82112 
X2.3 100 1,00 5,00 4,0400 ,83991 
X2.4 100 1,00 5,00 4,2100 ,84441 
Valid N 
(listwise) 
100 
    
Sumber : Data Primer, diolah 
 
Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian 
besar responden menjawab netral dan setuju untuk pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan variabel bebas sikap wajib 
pajak terhadap pelayanan fiskus. Hal ini dapat terjadi karena responden 
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ragu-ragu untuk memberikan jawaban yang tegas mengenai penerapan 
sanksi denda. Meskipun demikian pelayanan fiskus harus tetap 
ditingkatkan agar tingkat kepatuhan wajib pajak juga bisa meningkat. 
Pertanyaan pertama untuk variabel pelayanan fiskus yaitu 
“Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik”. Rata-
rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 3,9500 yang 
artinya bahwa secara umum responden menjawab netral untuk 
pertanyaan ini, meskipun demikian angka ini juga menunjukkan bahwa 
responden cenderung menjawab setuju. Nilai minimal untuk untuk 
jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat 
responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai 
maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya 
terdapat responden yang menjawab sangat setuju. 
Pertanyaan kedua yaitu “Bapak/Ibu merasa bahwa penyuluhan 
yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman 
Bapak/Ibu mengenai hak dan kewajiban Bapak/Ibu selaku wajib pajak”. 
Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 3,8500 
yang artinya bahwa secara umum responden menjawab netral untuk 
pertanyaan ini, meskipun demikian angka ini juga menunjukkan bahwa 
responden cenderung menjawab setuju. Nilai minimal untuk untuk 
jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat 
responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai 
maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya 
terdapat responden yang menjawab sangat setuju. 
Pertanyaan ketiga yaitu “Petugas pajak senantiasa 
memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan”. Rata-
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rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 4,0400 yang 
artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju untuk 
pertanyaan ini. Nilai minimal untuk untuk jawaban responden atas 
pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab 
sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas 
pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab 
sangat setuju. 
Pertanyaan keempat yaitu “Cara membayar pajak adalah 
mudah/efisien”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 
sebesar 4,2100 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab 
setuju untuk pertanyaan ini. Nilai minimal untuk untuk jawaban responden 
atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang 
menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban 
responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden 
yang menjawab sangat setuju. 
 
3) Hasil Uji Variabel yang Paling Dominan Berpengaruh Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Guna menentukan variabel bebas yang paling dominan 
berpengaruh dalam mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu 
model regresi linier, maka diperhatikan nilai koefisien determinasi masing-
masing variabel. Berdasarkan Tabel 4.7 dan 4.8 di atas, terlihat bahwa 
variabel yang memiliki koefisien determinasi tertinggi terdapat pada 
variabel Pelayanan Fiskus (X2) dengan nilai koefisien determinasi 
sebesar 0,522. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling 
62 
 
dominan mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak adalah variabel 
pelayanan fiskus (X2). 
Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “pelayanan fiskus merupakan 
variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib 
pajak”, dapat diterima. Hasil penenlitian ini sesuai dengan hasil penelitian 
dari Komala, Suhadak, dan Endang (2014) yang menunjukkan bahwa 
kepuasan atas pelayanan perpajakan merupakan variabel yang paling 
dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian mengenai Pengaruh 
Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi 
Kasus pada KP2KP Kab. Sidrap), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak, maka semakin tinggi 
pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut sudah sesuai dengan 
teori yang digunakan. Di mana teori atribusi merupakan teori yang 
digunakan untuk menjelaskan pengaruh sanksi pajak sebagai faktor 
eksternal dari wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajaknya. Hasil 
yang didapatkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi 
(2012) dan Marjan (2014). 
2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan fiskus, maka 
semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut sudah 
sesuai dengan teori yang digunakan. Di mana teori atribusi merupakan 
teori yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh pelayanan fiskus 
sebagai faktor eksternal dari wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajaknya. Hasil yang didapatkan sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Arum (2012) dan Santi (2012). 
3. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak adalah variabel pelayanan fiskus. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penelti mengajukan saran 
yaitu sebagai berikut: 
1. Sanksi pajak harus lebih dipertegas lagi dan disosialisasikan dengan 
baik kepada para wajib pajak agar wajib pajak dapat terhindar dari 
sanksi pajak serta dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan 
penyebab dan pelaksanaan suatu sanksi pajak. 
2. Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pelayanan 
fiskus merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, fiskus yang berada di lingkungan 
KP2KP Kab. Sidrap sebaiknya lebih bertindak secara aktif dan 
professional untuk melayani para wajib pajak agar kepatuhan wajib pajak 
dapat meningkat. 
3. Untuk peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian di bidang 
yang sama dapat menambah atau mengganti variabel yang tidak 
digunakan dalam penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 65 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan 
Fiskus, dan Sanksi PajakTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di 
Wilayah KPP Pratama Cilacap). Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: 
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. 
Aryobimo, Putut Try. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak  tentang Kualitas 
Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP 
Pratama Cilacap). Skripsi. Semarang: Program SKripsi Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. 
Ernawati. 2014. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Kualitas 
Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi tidak 
diterbitan. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Hasanuddin. 
Indrawan, Rully dan Yaniawati, Poppy. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, 
Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan 
Pendidikan. Bandung: Refika Aditama. 
Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan 
Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang 
Pribadi di Kota Semarang). Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program 
Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. 
Koentarto, Ilham. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan 
Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
(Studi Kasus Pada Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin 
Barat). Pangkalan Bun: Fakultas Ekonomi Universitas Antakusuma 
Pangkalan Bun. 
Komala, Kirana C., Suhadak, Endang Maria G.W. 2014. Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi 
Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). Malang: Jurusan 
Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi 
Marjan, Restu Mutmainnah. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan 
Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib 
Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). 
Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Hasanuddin. 
Muliari, N. K. dan Setiawan, P. E. 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi 
Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan 
66 
 
Muliari, N. K. dan Setiawan, P. E. 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi 
Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan 
Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Denpasar Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. 
Musniati. 2014. Pengaruh Denda, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas 
Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Skripsi tidak diterbitkan. 
Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 
Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di 
Perusahaan Industri Pegolahan di Surabaya. Simposium Nasional 
Akuntansi X, 26-28 Juli 2007. 
Nurmiati. 2014. Pengaruh Denda, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan 
Fiskus, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara. Makassar: Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 
Pranadata, I Gede Putu. 2014. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas 
Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu. Malang: 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. 
Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Andi 
Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem 
Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas 
Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung “X”). Jurnal Akuntansi 
Vol. 1 No. 2. 
Rahma, Yeni. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap 
Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan 
Pajak Pada KPP Pratama Padang. Padang: Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Padang. 
Robbins, Stephen P. 2001. Perilaku Organisasi (Konsep, Kontroversi, Aplikasi). 
Jakarta: Prenhallindo. 
Santi, Anisa Nimala. 2012. Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap 
Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Wilayah KPP 
Pratama Semarang). Skripsi. Semarang: Program Skripsi Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. 
Siregar, Yuli Anita. Saryadi. Listyorini, Sari. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan 
Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi 
Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). Jurnal Ilmu 
Administrasi dan Bisnis. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Diponegoro. 
Suandy, Erly. 2002. Hukum Pajak: Dilengkapi dengan Latihan Soal. Yogyakarta: 
Salemba Empat. 
67 
 
Sunyoto, Danang. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Yogyakarta: Refika 
Aditama. 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. 
Waluyo.  2009.  Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 
www.pajak.go.id 
 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 
 
LAMPIRAN 1 
BIODATA 
IDENTITAS DIRI 
Nama    : Aisyah Dwi Budianty 
Tempat, Tanggal Lahir : Rappang, 14 Januari 1994 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Alamat Rumah  : Komp. Panakkukang Indah Blok B4 No. 12 
Telepon Rumah/HP  : 085242873780 
Alamat email   : budiantyaisyah@gmail.com 
 
RIWAYAT PENDIDIKAN 
Pendidikan Formal : 
SD Negeri Panaikang II Makassar 1999 - 2005 
SMP Negeri 8 Makassar 2005 - 2008 
SMA Negeri 5 Makassar 2008-2011 
S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin 
Makassar 2011-2015 
 
PENGALAMAN 
Organsisasi : 
1. Keluarga Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) FEB-Unhas 
2. Panitia 7th Hasanuddin Accounting Days 2013 Ikatan Mahasiswa Akuntansi 
FEB-Unhas 
 
Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
 
 
        Makassar, 9 November 2015 
 
 
 
 
          AISYAH DWI BUDIANTY 
 
 
70 
 
LAMPIRAN 2 
KUESIONER PENELITIAN 
Kepada Yth 
Bapak/Ibu Wajib Pajak 
Di 
Tempat 
Dengan Hormat, 
 
Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
(Studi Kasus Pada KP2KP Kab. Sidrap)”, maka diperlukan data penelitian sesuai 
dengan judul tersebut. 
Identitas Peneliti: 
Nama/NIM   : Aisyah Dwi Budianty/A31111012 
Program Studi/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi dan Bisnis 
Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini sedikit meminta waktu 
aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala 
kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan 
waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya 
dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan 
penelitian dalam rangka menyusun skripsi ini. 
Atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu, Peneliti ucapkan Terima 
Kasih. 
 
 
Hormat saya, 
 
 
(Aisyah Dwi Budianty) 
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NO : 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama Responden  
Umur  
Jenis Kelamin *) Laki-laki Perempuan 
Pekerjaan  
Lama Bekerja  
Pendidikan Terakhir  
Pengisian SPT 
dilakukan oleh *) 
Sendiri Konsultan Tenaga Ahli 
Pendidikan Perpajakan 
*) 
Kursus Pelatihan Penyuluhan 
Belajar 
Sendiri 
*) coret yang tidak perlu 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 
Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan dengan memberi tanda silang (X) pada 
kotak jawaban yang dianggap tepat. 
Keterangan: 
  STS  : Sangat Tidak Setuju 
  TS  : Tidak Setuju 
  N  : Netral 
  S  : Setuju 
  SS  : Sangat Setuju 
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1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
No Indikator Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Secara umum dapat dikatakan 
bahwa Bapak/Ibu paham UU 
Perpajakan 
     
2 
Bapak/Ibu selalu mengisi 
formulir pajak dengan benar 
     
3 
Bapak/Ibu selalu menghitung 
pajak dengan jumlah yang 
benar 
     
4 
Bapak/Ibu selalu membayar 
pajak tepat pada waktunya 
     
 
2. Variabel Pelayanan Fiskus 
No Indikator Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Petugas pajak telah 
memberikan pelayanan pajak 
dengan baik 
     
2 
Bapak/Ibu merasa bahwa 
penyuluhan yang dilakukan 
oleh petugas pajak dapat 
membantu pemahaman 
Bapak/Ibu mengenai hak dan 
kewajiban Bapak/Ibu selaku 
wajib pajak 
     
3 
Petugas pajak senantiasa 
memperhatikan kebaratan wajib 
pajak atas pajak yang 
dikenakan 
     
4 
Cara membayar pajak adalah 
mudah/efisien 
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3. Variabel Sanksi Pajak 
No Indikator Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Sanksi pajak sangat diperlukan 
agar tercipta kedisiplinan Wajib 
Pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan. 
     
2 
Pengenaan sanksi harus 
dilaksanakan dengan tegas 
kepada semua wajib pajak yang 
melakukan pelanggaran 
     
3 
Sanksi yang diberikan kepada 
Wajib Pajak harus sesuai 
dengan besar kecilnya 
pelanggaran yang sudah 
dilakukan 
     
4 
Penerapan sanksi pajak harus 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 
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LAMPIRAN 3 
 
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS X1 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,811 ,889 5 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X1.1 3,8800 ,98760 100 
X1.2 4,0400 ,79035 100 
X1.3 3,8400 ,86129 100 
X1.4 4,1500 ,86894 100 
X1 15,9100 2,77104 100 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 27,9400 22,764 ,740 ,759 
X1.2 27,7800 24,375 ,732 ,778 
X1.3 27,9800 23,717 ,746 ,769 
X1.4 27,6700 24,385 ,650 ,785 
X1 15,9100 7,679 1,000 ,796 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS X2 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,823 ,912 5 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X2.1 3,9500 ,85723 100 
X2.2 3,8500 ,82112 100 
X2.3 4,0400 ,83991 100 
X2.4 4,2100 ,84441 100 
X2 16,0500 2,77571 100 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X2.1 28,1500 23,543 ,786 ,778 
X2.2 28,2500 24,109 ,748 ,788 
X2.3 28,0600 24,178 ,718 ,791 
X2.4 27,8900 23,452 ,813 ,775 
X2 16,0500 7,705 1,000 ,844 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS Y 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,810 ,884 5 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Y.1 3,7400 ,82413 100 
Y.2 3,9600 ,79035 100 
Y.3 4,0000 ,76541 100 
Y.4 4,1000 ,88192 100 
Y 15,8000 2,55446 100 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Y.1 27,8600 19,879 ,754 ,762 
Y.2 27,6400 21,061 ,609 ,791 
Y.3 27,6000 20,343 ,749 ,769 
Y.4 27,5000 19,687 ,720 ,763 
Y 15,8000 6,525 1,000 ,788 
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HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3,991 1,228 
 
3,251 ,002 
X1 ,121 ,070 ,131 1,733 ,043 
X2 ,616 ,070 ,669 8,855 ,000 
a. Dependent Variable: Y 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F Change 
1 ,732a ,536 ,526 1,75780 ,536 56,035 
 
Model Summaryb 
Model Change Statistics Durbin-Watson 
df1 df2 Sig. F Change 
1 2a 97 ,000 1,794 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
 
 
 
HASIL UJI t 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3,991 1,228 
 
3,251 ,002 
X1 ,121 ,070 ,131 1,733 ,043 
X2 ,616 ,070 ,669 8,855 ,000 
a. Dependent Variable: Y 
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HASIL UJI F 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 346,282 2 173,141 56,035 ,000b 
Residual 299,718 97 3,090 
  
Total 646,000 99 
   
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 
 
HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant) 
  
X1 ,837 1,195 
X2 ,837 1,195 
a. Dependent Variable: Y 
 
HASIL UJI NORMALITAS NORMAL P-PLOT 
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HASIL UJI NORMALITAS HISTOGRAM 
 
 
 
HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS 
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HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF X1 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1.1 100 1,00 5,00 3,8800 ,98760 
X1.2 100 1,00 5,00 4,0400 ,79035 
X1.3 100 1,00 5,00 3,8400 ,86129 
X1.4 100 1,00 5,00 4,1500 ,86894 
Valid N (listwise) 100 
    
 
 
HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF X2 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X2.1 100 1,00 5,00 3,9500 ,85723 
X2.2 100 1,00 5,00 3,8500 ,82112 
X2.3 100 1,00 5,00 4,0400 ,83991 
X2.4 100 1,00 5,00 4,2100 ,84441 
Valid N (listwise) 100 
    
 
 
HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF Y 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Y.1 100 1,00 5,00 3,7400 ,82413 
Y.2 100 1,00 5,00 3,9600 ,79035 
Y.3 100 1,00 5,00 4,0000 ,76541 
Y.4 100 1,00 5,00 4,1000 ,88192 
Valid N (listwise) 100 
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LAMPIRAN 4 
 
TABEL TABULASI 
No 
X1 
Total 
X2 
Total 
Y 
Total 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 4 5 4 4 17 3 4 5 4 16 4 4 4 5 17 
2 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 
3 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
4 4 4 5 5 18 2 4 3 4 13 3 3 4 4 14 
5 4 4 4 5 17 3 3 3 4 13 4 3 3 2 12 
6 5 4 5 5 19 4 2 4 3 13 4 3 5 4 16 
7 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 3 4 4 5 16 
8 4 4 4 5 17 3 4 4 4 15 4 4 4 5 17 
9 5 5 4 5 19 4 4 4 5 17 4 5 5 4 18 
10 5 4 4 5 18 3 4 4 4 15 3 3 4 5 15 
11 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 4 3 4 5 16 
12 4 5 5 4 18 3 4 4 4 15 3 4 4 4 15 
13 5 4 4 3 16 3 4 3 4 14 3 4 4 4 15 
14 4 4 4 5 17 4 5 4 5 18 5 4 4 5 18 
15 4 5 5 5 19 4 4 4 4 16 4 3 4 5 16 
16 4 5 4 5 18 4 4 4 5 17 3 3 4 5 15 
17 5 4 4 5 18 3 4 4 4 15 4 3 4 4 15 
18 5 5 5 5 20 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 
  
8
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19 2 4 4 3 13 5 5 4 5 19 4 5 4 4 17 
20 3 4 4 5 16 4 2 5 2 13 2 3 4 4 13 
21 4 5 4 5 18 4 5 4 5 18 4 2 4 3 13 
22 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 
23 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 1 3 1 1 6 
24 5 4 4 5 18 5 4 4 4 17 3 5 4 4 16 
25 4 5 4 5 18 5 5 4 5 19 3 3 4 4 14 
26 1 4 4 4 13 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 
27 5 5 4 4 18 5 4 3 4 16 4 4 5 5 18 
28 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 2 4 4 4 14 
29 4 5 4 5 18 3 5 3 5 16 3 5 3 5 16 
30 1 3 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 
31 4 5 5 5 19 5 4 3 4 16 4 3 3 5 15 
32 4 5 4 5 18 4 5 4 5 18 4 4 5 5 18 
33 5 4 3 3 15 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 
34 4 4 4 5 17 4 5 4 5 18 4 4 4 5 17 
35 4 4 5 5 18 4 5 4 4 17 4 4 4 5 17 
36 4 5 3 5 17 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 
37 4 3 3 5 15 4 4 5 4 17 4 5 5 5 19 
38 5 4 5 5 19 3 4 4 5 16 4 4 4 4 16 
39 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 4 5 4 5 18 
40 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 3 4 4 3 14 
41 4 5 4 4 17 5 4 4 5 18 4 4 5 5 18 
42 5 4 4 5 18 5 4 3 5 17 4 3 3 4 14 
  
8
3
 
43 3 5 4 4 16 5 4 4 5 18 4 4 4 4 16 
44 4 4 3 4 15 4 4 4 5 17 3 4 3 4 14 
45 4 4 5 4 17 5 4 5 5 19 4 4 5 4 17 
46 3 3 3 3 12 4 4 5 4 17 3 3 3 4 13 
47 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 
48 4 3 3 5 15 4 4 5 4 17 4 5 4 3 16 
49 2 2 2 4 10 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 
50 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 
51 4 4 4 3 15 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 
52 4 3 3 3 13 4 3 4 4 15 5 4 5 4 18 
53 2 4 3 4 13 4 4 3 5 16 4 3 5 3 15 
54 3 4 5 3 15 5 4 5 5 19 4 4 5 3 16 
55 2 2 2 4 10 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 
56 5 4 3 3 15 4 4 4 4 16 4 5 4 3 16 
57 4 4 4 4 16 4 3 4 5 16 3 4 4 4 15 
58 5 4 4 5 18 5 4 5 5 19 5 5 4 5 19 
59 2 3 2 5 12 4 4 3 4 15 3 4 4 3 14 
60 4 4 4 5 17 3 3 4 5 15 3 4 4 3 14 
61 4 4 3 2 13 3 3 2 3 11 4 3 3 4 14 
62 3 3 3 3 12 4 3 4 5 16 4 4 4 4 16 
63 4 4 3 3 14 4 3 5 4 16 3 3 4 3 13 
64 4 4 4 5 17 4 4 4 5 17 4 5 4 4 17 
65 2 3 3 4 12 4 3 4 5 16 4 3 4 3 14 
66 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 
  
8
4
 
67 5 5 5 5 20 4 4 3 4 15 3 4 4 5 16 
68 5 5 4 5 19 5 3 5 4 17 5 5 5 5 20 
69 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 3 4 3 5 15 
70 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
71 3 5 3 5 16 5 3 5 5 18 3 5 3 3 14 
72 3 5 4 4 16 3 4 4 4 15 4 4 4 5 17 
73 5 5 4 5 19 4 3 3 4 14 5 3 5 4 17 
74 5 4 4 4 17 4 4 4 3 15 4 3 3 4 14 
75 4 4 4 4 16 5 5 4 5 19 4 5 4 4 17 
76 2 2 3 3 10 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
77 4 3 3 3 13 4 3 4 4 15 5 5 5 5 20 
78 3 3 4 5 15 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 
79 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 5 4 5 5 19 
80 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 5 5 5 19 
81 5 5 4 5 19 4 4 4 5 17 3 5 4 3 15 
82 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
83 2 3 2 2 9 1 1 1 1 4 1 3 1 1 6 
84 3 4 3 4 14 4 4 5 4 17 3 4 4 4 15 
85 3 3 3 4 13 2 3 4 3 12 3 3 3 3 12 
86 5 5 4 4 18 4 4 5 4 17 4 4 4 5 17 
87 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 4 4 4 16 
88 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 
89 4 4 4 5 17 5 4 5 5 19 4 5 5 4 18 
90 5 3 4 5 17 4 4 5 5 18 4 3 3 4 14 
  
8
5
 
91 4 4 5 4 17 4 5 4 3 16 3 4 5 4 16 
92 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 3 5 4 4 16 
93 3 4 5 3 15 5 4 5 4 18 5 5 5 5 20 
94 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 5 4 5 18 
95 4 5 3 5 17 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 
96 5 5 4 4 18 4 4 5 4 17 4 4 4 5 17 
97 4 3 3 3 13 3 3 4 4 14 4 5 5 4 18 
98 5 5 4 5 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
99 5 5 4 4 18 3 4 5 4 16 4 4 4 5 17 
100 4 4 3 3 14 4 3 3 4 14 5 4 4 5 18 
 
